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ABSTRAK 

 

EFEKRIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 

DAN BATUAN DIKANTOR BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh: Hasri Lestari 

 

 

 

 

penelitian ini dilakukan di Kantor Pendapatan Asli Daerah kabupatem 

Kampar yang dimulai pada bulan Februari s/d April 2020. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemungutan pajak Mineral 

bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Kampar. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpuan data yang di gunakan adalah interview kepada kapala bidang 

penagihan serta pengumpulan data dengan mempelajari data atau dokumen yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan peneliian yang di lakukan. 

efektifitas pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten 

Kampar sudah berjalan dengan efektif. Tingkat efektifitas dapat disebab kan oleh 

beberapa faktor yaitu: wajib pajak telah melakukan perpanjangan izin usaha, 

tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal pajak Mineral 

bukan Logam dan Batuan, adanya tim peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), bagi wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan) mereka sadar akan 

kewajibannya untuk membayar pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, 

monitoring kelapangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kampar untuk mengingatkan wajib pajak atas kewajibannya 

 

kata kunci : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan 

Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap 

orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran 

serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakya baik 

materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan 

pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak 

ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan 

bersama. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemasok dana 

bagi anggaran Negara khususnya di Indonesia. Perolehan dana dari pajak 

merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. 

Oleh karena itu, hampir semua Negara memberlakukan dan mengenakan pajak 

atas masyarakat sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dengan jenis, 

sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu Negara dengan 

Negara lainnya. 
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Pendapatan asli daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber 

keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Menurut (Mardiasmo,2018) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah 

dalam mengelola hasil daerah sendiri.  Berikut adalah tabel pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2017-2019. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar 

Tahun Anggaran 2017-2019 

 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

2017 286.214.211.159 316.432.572.651,91 110,55% 

2018 213.084.825.553 229.958.839.239,67 107,91% 

2019 235.553.837.848 262.682.780.345,02 111,51% 

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar 

Dari tabel 1.1 diatas dapat di ketahui bahwa target dan realisasi dari 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar pada tahun 2017 di targetkan 

sebesar Rp. 286.214.211.159, terealisasi sebesar Rp. 316.432.572.651,91 atau 

110,55%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan target sebesar Rp. 
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213.084.825.553, terealisasi sebesar Rp. 229.958.839.239,67 atau 107,91%. Pada 

tahun 2019 di targetkan sebesar Rp. 235.553.837.848, terealisasi sebesar Rp. 

262.682.780.345,02 atau 111,51%. Dapat kita lihat setiap tahunnya target dan 

realisasi dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar meskipun pada 

tahun 2018 mengalami penurunan target akan tetapi dari sektor Pendapatan Asli 

Daerah selalu mencapai target yang telah di tentukan. Hal ini bahwa Pendapatan 

asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar 

pemungutannya sudah berjalan dengan efektif, walaupun masih banyak wajib 

pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar 

pajak. 

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 di sebutkan jenis-jenis pajak daerah 

antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  

Di Kabupaten Kampar salah satu pendapatan asli daerah adalah berasal 

dari pajak daerah, salah satunya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam 

dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk 
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dimanfaatkan. Sementara itu Mineral bukan logam dan batuan yang di maksud di 

dalam peraturan perundang-undang di bidang mineral dan batu bara. 

Dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di 

Kabupaten Kampar disaat dilakukan pemungutan banyak para pengusaha yang 

tidak mau untuk membayar pajaknya, karena alasan mereka tidak memiliki izin 

usaha sehingga dilakukan tindakan tegas bagi wajib pajak yang tidak mau 

membayar pajaknya akan di tutup usahanya. Selain itu fenomena yang terjadi saat 

pengambilan bahan galian terutama disebab kan oleh faktor alam seperti banjir, 

sehingga mereka tidak bisa mengambil bahan galiannya seperti batu dan pasir. 

Keefektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat di lihat 

berdasarkan target dan realisasi yang diterima di Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten Kampar setiap tahunnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana 

pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah kabupaten kampar. Maka penulis tertarik mengambil judul yaitu : 

“EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 

DAN BATUAN DIKANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang diatas penulis dapat merumuskan 

permaslahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan 

batuan di Kantor Badan PendapatanDaerah Kabupaten Kampar? 
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2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak mineral 

bukan logam dan batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah kabupaten 

Kampar? 

3.  Bagaimana upaya yang di hadapi dalam pemungutan pajak mineral 

bukan logam dan batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari 

penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tentang efektifitas pemungutan pajak mineral bukan 

logam dan batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar. 

2. Untuk mengetahu kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak 

mineral bukan logam dan batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. 

3. Untuk mengetahui upaya yang di hadapai dalam pemungutan pajak 

mineral bukan logam dan batuan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat bagi penulis : 

Menambah wawasan tentang efektifitas pemungutan pajak mineral 

bukan logam dan batuan di kabupaten kampar. 
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2. Manfaat bagi pembaca : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai 

tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang 

efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di kantor 

pendapatan asli daerah kabupaten kampar bagi mahasiswa di kemudian 

hari. 

3. Manfaat bagi instansi : 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi pemikiran baru kepada kantor 

pendapatan asli daerah tentang efektifitas pemungutan pajak mineral 

bukan logam dan batuan. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan (Alamat: Jalan 

Porf. M. Yamin, SH NO.83 Bangkinang) di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

waktu penelitian ini di lakukan terhitung dari bulan Februari sampai 

dengan bulan April 2020. 

1.5.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 

primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara. 

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu dari 
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referensi buku, penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, dan dokumen-

dokumen lain yang di peroleh dari perpustakaan dan internet 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan dokumentasi. 

a. Interview (wawancara) 

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah 

yang terkait secara langsung dan terbuka terhadap pihak kantor khususnya 

kepala bidang penagihan dan perhitungan, yang dianggap mampu 

memberikan masukan data dan informasi yang di berikan kepada 

penyusunan penelitian ini. 

b. Dokumentasi 

Yaitu mekanisme pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini. 

1.5.5 Analisis Data 

Penulis menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang 

sistematis. 

1.5.6 Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai 

apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika 

penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut : 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

metode penelitian, teknik pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran 

umum, visi dan misi dan uraian tugas dari masing-

masing bagian serta struktur organisasin pada 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang 

pengertian pajak, pengelompokkan pajak, fungsi 

pajak, syarat pemungutan pajak, pengertian pajak 

mineral bukan logam dan batuan, subjek, objek dan 

yang bukan objek pajak mineral bukan logam dan 

batuan, dasar hukum pemungutan, dasar pengenaan 

dan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan, 

teori efektifitas, pajak dalam pandangan islam, 

efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam, 

tingkat efektifitas, kendala dan upaya dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab 

sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran mengenai penulisan tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Bangkinang 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang merupakan Sub 

Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Daerah 

Bangkinang. Berdasarkan surat edaran Mentri dalam Negri Nomor KUPD 

3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 di bentuk Dinas Pendapatan 

dan Pajak Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 

tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi Operasai/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Mentri dalam Negri Nomor 

KUPD. 7/12/41 – 101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Madya Daerah, di 

terbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang, 

dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub. Bagian Tata Usaha 
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c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi Pendapatan lain – lain 

Sehubung dengan keluarnya Keputusan Mentri dalam Negri Nomor 23 

tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Madya, daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dari 

Kapmendagri Nomor KUPD. 7/12/41 – 101 tanggal 6 Juni 1978, di tindak 

lanjuti dengan di terbitkannya peraturan daerah kota madya daerah 

bangkinang nomor 7 tahun 1989, tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan 

Organisai dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah 

Bangkinang Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sub. Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan 

d. Seksi Pendapatan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan di keluarkannya undang – undang nomor 22 tahun 1999, 

tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Mentri dalam Negri Nomor 50 

tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah 

Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2001, yang selanjutnya di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 
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2001, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001, tentang 

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah dengan 

susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub. Dinas Program 

e. Sub. Dinas Pendapatan dan Penetapan 

f. Sub. Dinas Penagihan 

g. Sub. Dinas Retribusi dan Pendapatan lain - lain 

h. Sub. Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i. Kelompok Fungsional 

Pada bulan Januari 2017, di rubah lagi menjadi (BAPENDA) Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dan sampai sekarang. 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Bangkinang 

1. Visi 

Terwujudnya peningkatan dan penerimaan daerah yang optimal dan 

propesional tahun 2020. 

2. Misi 

a. meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan sumber 

daya manusia 
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b. mengembangankan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan 

daerah 

c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 

selaku wajib pajak 

2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Bangkinang 

1. Kepala Dinas 

Badan pendapatan daerah di pimpin oleh seorang kepala badan 

yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

tugas di bidang pendapatan daerah 

2. Sekretaris 

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai 

tugas pokok membantu kepala badan pendapatan daerah dalam pelayanan 

administrasi umum kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset, dan 

penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan penata usahaan lainnya. 

Di samping itu sekretaris juga mempunyai bawahan yang terdiri dari 

beberapa sub. bidang, yaitu : 

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub. bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat 

menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan 

kesejahteraan pegawai. 
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b. Sub. Bagian Keuangan dan aset 

Sub. Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris 

dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun 

anggaran pembangunan, serta pengelolaan aset di lingkungan Badan 

Pendapan Daerah. 

c. Sub. Bidang Perencanaan dan Data 

Sub. Bidang Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris 

dalam melaksanakan perencanaan dan data. 

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang pendataan dan pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang pendataan dan pendaftaran pendapatan 

daerah. Selain itu di bidang pendataan dan pendaftaran, juga terdiri dari 

sub bidang yaitu : 

a. Sub. Bidang Pendataan 

Sub. bidang pendataan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

evaluasi dan koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana 

dimaksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 

11 Ayat (1). 
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b. Sub. Bidang Pendaftaran 

Sub bidang pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang 

pendaftaran sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat (1). 

4. Bidang Perhitungan dan Penetapan 

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas badan 

pendapatan daerah di bidang perhitungan dan penetapan. Selain itu di 

bidang perhitungan dan penetapan juga terdiri dari dua sub bidang yaitu : 

a. Sub. Bidang Perhitungan 

Sub bidang perhitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi perhitungan. Dalam melaksanakan tugasnya di 

bidang perhitungan, sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat (1). 

b. Sub. Bidang Penetapan 

Sub bidang penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi 

dan koordinasi penetapan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang 

penetapan, sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (1). 
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5. Bidang Penagihan dan Keberatan 

Penagihan dan keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas melaksan 

akan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan 

dan keberatan. Selain itu bidang penagihan dan keberatan, juga terdiri dari 

dua sub bidang yaitu : 

a. Sub. Bidang Penagihan 

Sub bidang penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi 

dan koordinasi penagihan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan 

Bupati KamparNomor 23 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1). 

b. Sub. Bidang Keberatan 

Sub bidang keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi keberatan. Sebagaimana di maksud pada 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat (1). 

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan, dan Pelaporan 

Bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan di pimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan, pengembangan 

dan pelaporan. Selain itu bidang pengelolaan, pengembangan dan 

pelaporan juga terdiri dari tiga sub bidang yaitu : 
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a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

Sub bidang pengelolaan data transfer di pimpin oleh seorang 

Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala bidang 

dalam penyusunan program kerja sub bidang pengelolaan data transfer. 

Sebagimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 

Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1). 

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

Sub bidang pengembangan potensi pendapatan di pimpin oleh 

seorang kepala sub bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala 

bidang dalam penyusutan program kerja sub bidang pengembangan 

potensi pendapatan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1). 

c. Sub. Bidang Pelaporan 

Sub bidang pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan di 

bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. Sebagimana di 

maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 

22 Ayat (1). 
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2.4 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar 

Gambar II.1 

Struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 

2011 pasal 1, pajak mineral bukan logam dan batuan yang di maksud adalah 

Pungutan Daerah atas kegiatan pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengenai 

efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah dapat di 

lihat dari pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar dapat di ketahui bahwa pemungutan pajak mineral 

bukan logam dan batuan sudah berjalan secara efektif yang di tandai dengan 

beberapa faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Jika wajib pajak mineral bukan logam dan batuan memenuhi 

kewajibannya ini merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan izin 

usahanya. 

2. Tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal pajak 

mineral bukan logam dan batuan. 

3. Adanya tim peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di bentuk 

oleh Bupati, sehingga wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. 

4. Bagi wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan), mereka sadar akan 

kewajibannya untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan. 
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5. Monitoring ke lapangan yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan wajib pajak atas 

kewajibannya. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Mempertahankan efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan di 

Kabupaten Kampar dengan meningkatkan lagi kesadaran wajib pajak yang 

belum melakukan perpanjangan izin usaha. 

2. Selalu tertib administrasi keuangan daerah bagi wajib pajak dalam hal 

pajak mineral bukan logam dan batuan. 

3. Sebaiknya tim peningkatan Asli Daerah (PAD) yang di bentuk oleh Bupati 

agar meningkatkan kesadarakn wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya 

untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan. 

4.  Meningkatkan kesadaran wajib pajak yang berbadan hukum (perusahaan) 

atas kesadarannya akan kewajiban membayar pajak mineral bukan logam 

dan batuan. 

5. Meningkatkan kegiatan monitoring ke lapangan yang di lakukan oleh 

Kantor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan 

wajib pajak atas kewajibannya. 

6. Sebaiknnya tetap di perhatikan atau lebih di tingkatkan lagi target dan 

realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kampar tiap 

tahunnya agar sangat efektif dari sebelumnya. 
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LAMPIRAN 

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan di Kantor Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar : 

1. Apakah fenomena atau sesuatu yang terjadi dalam pemungutan pajak mineral 

bukan logam dan batuan? 

2. Apakah pemumhutam pajak mineral bukan logam dan batuan di Kantor 

Badan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif? 

3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan pajak mineral bukan 

logam dan batuan dapat berjalan dengan efektif? 

4. Berapa tarif yang di tetapkan oleh Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah 

untuk pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut dan berapa jumlah 

wajib pajak yang melakukan pengambilan bahan galian di Kabupaten 

Kampar? 

5. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi setiap tahunnya dalam 

melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan? 

6. Apa upaya yang di lakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya? 
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TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  

DAN PAJAK MBLB TAHUN 2017-2019 
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DAFTAR PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PAJAK MBLB 
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